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Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan tertib pengelolaan

Mengingat:

1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk
melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a dan pasal 6
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menyusun pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat |I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);



12.

13.

28

PENGAWASAN
Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

EVALUASI DAN PENGENDALIAN

a.

Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran merupakan bahan evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran.

. SKPD atau Unit Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang

terkait dengan pengawasan, evaluasi dan pengendalian wajib
berkoordinasi dalam menghimpun data dan informasi dalam rangka
memberikan masukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur untuk
melakukan evaluasi dan pengendalian pembangunan secara insidentil
maupun secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam
setahun.

Gubernur/Wakil  Gubernur memberikan pembinaan terhadap
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kepala SKPD
dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan
pembinaan kepada seluruh staf terkait dengan pembinaan yang
dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur serta hasil evaluasi dan

pengendalian secara internal.



